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PENDAHULUAN 

Anak merupakan gencrasi penerus bangsa karena di pundak:nya terletak 

tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. 

Sebagai generasi pencrus cita-<:ita bangsa clan negara, anak-:malc hams dapat 

tumbuh dan be.rkembang menjadi manusia dewasa yang scbat jasmani dan rohan.i, 

cerdas, bahagia, berpendidikan clan bennoral tinggi serta 1erpuji. Perlindungan 

anak merupakan ha! mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberi.kan 

kesejahteraan dalam konleks kcsejahteraan sosial secarn keseluruhan. 

Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka, scbagai instrumen untu.k 

mengatur dan menjadi pedoman secara khusus dalam memberi.kan perlindungan 

anak kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Pelindungan Anak. Undang -Uodang ini lahir untu.k mcmberikan jaminan 

terhadap pemeouhan hak-bak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, 

sehingga anak meodapatkan kesempatan seluas-luasnya uotu.k tumbuh dan 

berlcembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak 

mulia. Selain itu juga peraturan ini lahir sebagai beotuk dukungan kelem bagaan 

dan peraturan perundaog - uodangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. 

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya. 

perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan bak 

wtuk hidup, hak untu.k bebas dari perhambaan (servitude) atau perbudakan 
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(slavery). Hale asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk 

setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia 

sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali. 

Perhatian terhadap pennasalahan perlindungan anak sebagai objek 

kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala intemasional yang 

antara lain De.klarasi Jenewa tentang Hale-hale Ana.le tahun 1924 yang diakui 

dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Kemudian pada 

tanggal 20 November 1958, Majelis Umwn PBB mengesahkan Declaration of the 

Rights of the Child (Deklarasi Hale-Hale Ana.le). 1 

Dalam instrument intemasional dalam perlindungan anak yang termasuk 

dalam instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah UN 

Rules for The Protection of Juveniles Desprived of Their Liberty, UN Standard 

Minimum Rules for Non-Custodia/ Measures (Tokyo Rules), UN Guidelines for 

The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines). 2 

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik 

itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyaralcat itu sendiri. Persoalan 

kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam 

masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. 

Dengan adanya perlcembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata 

nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan 

masyarakat yang hannonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat 

' Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung;, 
2002, Hal 108 

2 Moch. Faisal Salam, Hukwn Acora Peradi/an Anak di Indonesia, Mandar Maju, 
Bandung, 2005, Hal. IS 
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